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KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KONSEP RENSTRA INSPEKTORAT UTAMA Setyanta Nugraha
2020_2024 Inspektur Utama Setjen dan BK DPR RI

Pengarahan CPNS Ittama, 8 April 2019
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1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

" ) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa {. ~
)I. : kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan i* '.t-J
f’,..f' pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. \:*.:'
EEE 2. Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi Satuan Kerja/Biro/Pusat, mengatur EEE
E:E sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan E:E
:E: pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Standar ;:E:-
—a— Pengawasan Intern. ===
- -y
Pt O
o 3. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan {:\:"J,'
EIE Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui : ?EIE?
— a. Penegakan integritas dan nilai etika; ——
EEE b. Komitmen terhadap kompetensi; EEE
= c. Kepemimpinan yang kondusif; e
f:;:\ ' d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; /::::
£ g\' : e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; ,i,-.:l'
’ "j ! f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; \ ¢ ‘ ]
l \a g. Mewujudkan peran Inspektorat Utama yang efektif; dan S ‘ ‘
_ A h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. h

< f,}'.g:a& Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengalokasikan anggaran.ﬂ\ﬁﬁ.‘ \ la
< - : - . - " py ; » " A
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Inspektorat Utama adalah  unsur
pengawasan intern yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekjen

Inspektorat Utama dipimpin oleh
Inspektur Utama.

Inspektorat Utama mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Setjen dan BK DPR-RI.

Auditor Setjen dan BK DPR-RI
bertanggung jawab kepada Inspektur
Utama melalui Inspektur.

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Inspektorat Utama;

( 3) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
4 audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
> Sekjen dan/atau Pimpinan DPR RI

-6 ) Penyusunan laporan hasil pengawasan

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama




KEGIATAN

1. Audit Kinerja
2. Audit Keuangan

3. Audit Dengan Tujuan

Tertentu

EVALUASI

1. Evaluasi SAKIP
2. Evaluasi Renstra

PENGAWASAN LAINYA

Pendampingan Auditi 5. Pengawal RB
Sosialisasi 6. Penegak Integritas
Asistensi 7. Workshop
Konsultansi 8. PPM

PEMANTAUAN

“»Strategic
Business Partner

dan Trusted Advisor
*Memberikan Nilai
Tambah Organisasi
*Membantu
Pencapaian Tujuan
Organisasi

Reviu RKA DPR 8. Reviu LK

Reviu LK DPR 9. Reviu RKKL
Reviu Lelang Pra DIPA 10. Reviu PBJ

Reviu Revisi Anggaran 11, Reviu Anggaran
Reviu Penghematan Qptimalisasi
Reviu LK BMN 12. Reviu LKJ
Reviu RK BMN

Pemantauan TLHP BPK
Pemantauan TPKN
Pemantauan Hasil Pengawasan Intern

Pemantauan Disiplin Pegawai
Pemantauan Penghapusan Aset
Pengelolaan LHKASN
Pengelolaan LHKPN




PERGESERAN PARADIGMA

PARADIGMA LAMA

LINGKUP

o
=
N

‘ PARADIGMA BARU

Watchdog, Konsultan, dan Katalisator
Memecahkan masalah
Membantu Klien
Proaktif

Watcdog
Mengungkap Temuan

FUNGSI Mengganggu Proyek

Post dan Pre-Audit
Korektif, Preventif, Prediktif

Post Audit
Korektif

SIFAT/
REKOMENDASI

Subyek-Obyek
Win-Lose

Subyek-Subyek (Partnership)
Win-Win

‘ Alat/Tools Manajemen

PENDEKATAN

I

ORGANISASI Memenuhi Ketentuan

Jumlah bantuan/manfaat

INDIKATOR _
Pencapaian God Governance

KINERJA

Jumlah Temuan




KELEMBAGAAN DAN SDM

INSPEKTORAT UTAMA

L Existing n ABK Organization Chart
| Persekjen967/2018

K

Inspektur Utama |
Es.| ‘ Peraturan Sekretaris Jenderal No 6\
Tahun 2015 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun
l 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI
mengamanatkan bahwa,

A

% m ~ B Inspektorat Utama mempunyai
[j ATATToT E E Auditor Ejl N = A tugas untuk melaksanakan
Utama Utama | | femipEat ‘ pengawasan intern di lingkungan
ATATEOT ATTETTOT = : Sekretariat Jenderal dan Badan
ﬂ Madya E' E Madya t]' ’ﬁ PBK O 3 ﬁ PBK ‘ﬁ Keahlian sesuai dengan kebijakan
Auditor AUATIOT y - yang ditetapkan oleh Sekjen dan
E Muda ﬂ ﬁ Muda ﬁl ﬁ PD ﬁ m PD ﬁl berdasarkan peraturan perundang-
[SCHPewE 12 2SN 7 | TR ORI .
i Auditor | I [— i
E P:l:i]staonr a ﬁ ’ﬂ Pelaksana [j rDeviasi :5 Deviasi : 5 Deviasi : 7 Nlle;é:::l;zr; i‘iﬁze:azr(l)i ‘éetr:rlli:llg
—_ —_ . Penetapan Hasil Analisa Beban
. L[] ¥ - F
Deviasi : 19 Deviasi : 9 gg'zr;was; CFSL?‘?SL e JKer(-jja d:- I&ingguzganKSefl?tar;tR
enderal dan Badan Keahlian
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INSPEKTORAT UTAMA

HANDAL

BERINTEGRITAS : memiliki konsistensi
dan keteguhan yang tak tergoyahkan
dalam menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur keyakinan

EFEKTIF_DAN EFISIEN : memastikan
bahwa seluruh kegiatan telah dilakukan
secara efektif dan efisien

RESPONSIF : antisipatif dan tanggap
dalam mengatasi masalah

SOLUTIF : memberikan saran untuk
perbaikan melalui consultancy dan
quality assurance

INOVATIF : mampu melakukan
pembaharuan dan inovasi di bidang
pengawasan sesual perkembangan iimu

dan pengetahuan
HANDAL : menegakan profesionalisme

dengan integritas, obyektivitas,
ketekunan dan komitmen yang tinggi




Penguatan Tata Kelola Pengawasan kba

Pengawalan Kebijakan Strategis Setjen dan \
BKD

o %
Membangun Wilayah Bebas Korupsi

Penguatan Kompetensi SDM Ittama

dan Pemberdayaan SPI

Mendorong terwujudnya

Good Governance




INSPEKTORAT

VISI

. Menyelenggarakan Pengawasan Intern

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Anggaran di Lingkungan Seketariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI

. Membina Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern di Lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR-RI

. Mengembangkan Kapabilitas Inspektorat

Utama yang Profesional dan Kompeten.



1. Peningkatan Penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

2. Peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

3. Peningkatan kapasitas Inspektorat Utama yang profesional
dan kompeten.

| 1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
) 2. Tingkat Maturitas SPIP




ALUR LOGIKA
st PENGAWASAN

e

TUJUAN SASARAN : INDIKATOR KINERJA |

1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan anggaran
STRATEGI > SASARAN 2. Tingkat Maturitas SPIP
STRATEGIS 3. Tingkat Level IACM

1. Perbaikan Pengelolaan Anggaran .

2. Peningkatan Efektivitas Pengawasan
PROGRAM - SASARAN PROGRAM 3. Peningkatan Kapabiliitas Pengawasan

Internal

KEGIATAN —  SASARAN KEGIATAN Rekomendasi Hasil Pengawasan

SUB KEGIATAN ~~ SASARAN SUB KEGIATAN

Laporan Hasil Pengawasan




Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen, Akuntabel, Berintegritas
dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI VISI

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran M|S|
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional dan Kompeten.

Kebijakan Pengawasan

KETERKAITAN Meninglatian | CUSTOMER
Kualitas Akuntabilita Meningkatkan M:m"%'f?tka" PERSPECTIVE
s-rmEGl Pengelolaan Maturitas SPIP ean Itas
Anggaran ttama

MISI

INTERNAL PROCESS
PERSPECTIVE

Penggunaan dan - Analisis dan
Pengembangan Kebijakan Pengembangan
SIMAWAS-SIRATU PengawasanTerfokus Pengawasan Lainnya

o

7 o,

Ry s
v Ksc’er:gzﬁ::?" Pola Karir dan Dokumentasi Anpgg:an::r:s:;‘ LEARNING & GROWTH
Kuantitas,’ Dukugan v Sarana PERSPECTIVE

Komposisi Profesi Pengawasan BFashlana
FINANCIAL PERSPECTIVE




Sekretariat Jenderal medukung
kelancaran pelaksanaan wewenang
dan tugas DPR Rl di bidang
administrasi dan persidangan

24
I PR Re 7
AN

UNSUR SPIP

. LINGKUNGAN
PENGENDALIAN

o SIS

2. PENILAIAN
RISIKO

. KEGIATAN
PENGENDALIAN

. INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI

PEMANTAUAN
PENGENDALIAN
INTERN

i

Penegakan integritas dan etika;
Komitmen terhadap kompetensi;
Kepemimpinan yang kondusif;
Struktur organisasi sesuai kebutuhan;
Pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab;

Kebijakan pembinaan SDM yang
sehat;

Peran APIP yang efektif;

Hubungan kerja yang baik.

Identifikasi risiko;
‘Analisis risiko.

Review kinerja Instansi Pemerintah;
Pembinaan SDM;

Pengendalian pengelolaan sistem
informasi;

Pengendalian fisik aset;

Penetapan dan review indikator dan
ukuran kinerja;

Pemisahan fungsi;

Otorisasi transaksi dan kejadian
penting;

Pencatatan akurat dan tepat waktu;
Pembatasan akses sumber daya;
Akuntabilitas sumber daya;
Dokumentasi sistem pengendalian
intern.

Sarana komunikasi;
Manajemen sistem informasi.

Pemantauan berkelanjutan;
Evaluasi terpisah;
Tindak lanjut.




PENGENDALI/
INTERN
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Sehretaris Jenderal wajib melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan dengan
berpedoman pada $PIP

SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagis
1.Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
2.Keandalan laporan heuangan,

3.Pengamanan aset negara, dan
- an terhadap peraturan perundang-

| Dilakhuhkan Pengawasan Intern Oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
(INSPEKTORAT UTAMA)

Berdasarkan $tandar Internasional Praktik
Profesional Audit Internal, APIP harus
menghindari asumsi bahwa APIP telah mengambil
alih tanggung jawab manajemen selabku pemilik

Pengawasan Intern:

$eluruh proses hegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangha
memberikan keyakinan yang memadai bahwa hegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetaphan secara efehtif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudhan tata kepemerintahan yang baik.



Sidang Kabinet

Monitoring Pagu Indikatif &
Perencanaan BMN

Pembicaraan

KEMENKEU BAPPENAS Pertemuan Tiga Pihak Pendahuluan Sidang Kabinet KEMENKEU

— )

- ) -

i,

Banggar DPR RI

Reviu RKA DPR

Reviu LK DPR

Reviu Lelang Pra DIPA
Reviu Revisi Anggaran
Reviu Penghematan

Reviu LK BMN ( ?‘k
Reviu RK BMN H=

i Komisi DPR RI
Reviu RKKL

10. Reviu PBJ

11. Reviu Anggaran Optimalisasi

12. Reviu LKJ

RKP Renja K/L

{

OV OONOUNWN =

Rancangan

RUU APBN

APBN

Sidang Kabinet

BAPPENAS KEMENKEU
Penelaahan RKA-KL -
( — - _
Penye- 1. o

Keppres Alokasi

suaian RKA- .) 87 \ Anggaran
KL




PENELITIAN DAN REVIU

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran
K/L, RKA-K/L unit Eselon | yg telah ditandatangani disampaikan

- kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. . . .
Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L untuk DITELITI; dan Sinergi Ittama dengan Biro

. _APIP K/L untuk DIREVIU Perencanaan dan Keuangan

Reviu RKA-K/L unit Eselon | oleh APIP K/L dilakukan untuk ‘ Kce21e83(§.u
memberikan KEYAKINAN TERBATAS (llmlted assurance) dan Penelaahan
- " ‘;b ‘:.1 [

1.  Perlu adanya Kebijakan Strategis Sekjen setiap tahun sebagai acuan
unit kerja dalam mengusulkan anggaran, termasuk penguatan
kewenangan Biro Renkeu

Menghasilkan RKA-

2. Standar Harga dan Barang, SBM-SBK idealnya disampaikan pada saat K/L yang berkualitas
unit kerja menyusun usulan, tidak pada saat penyerahan DIPA
3. Penelitian belum optimal Pasal 10
4. Reviu dengan waktu sangat terbatas, tidak jarang hanya 1-2 hari . .
5. Usulan tidak disertai data dukung (ToR, RAB, Price List, dll) Dalam rzwu RKA'K/LI,(; !eh AI:I: E{L Cllap?tt ;hlakukan SEC:/I'E paralel
6. Belum seluruh rencana pengadaan masuk RUP-SiRUP engan penefitian oleh biro/Unit Ferencanaan

Sehingga menjadi tanggung jawa Biro Perencanaan, Inspektorat, dan
unit Penyusun, bila terjadi permasalahan di kemudian hari




PEMERIKSAAN BPK

piglalgigiy
Day

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan
Tahun 2018 meliputi Neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan
Kecukupan pengungkapan pada Catatan
atas Laporan Keuangan

Termasuk pemantauan TINDAK LANJUT
atas rekomendasi hasil-hasil pemeriksaan
tahun sebelumnya.

JADWAL

% Entry Meeting ----=> 11 Februari

LINGKUP

Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan = 11

Februari-3Mei > Kesesuaian laporan keuangan yang

diperiksa dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);

» Kecukupan pengungkapan informasi
keuangan dalam laporan keuangan
sesuai dengan pengungkapan yang
diatur dalam SAP;

» Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan terkait dengan
pelaporan keuangan; dan

» Efektivitas sistem pengendalian intern
(SPI).

Pembahasan Tripartit > 24-26 Maret

Penyampaian Konsep TP - 1-2 April

Pembahasan Konsep TP = 3-4 April

Exit Meeting -------

TUJUAN

Jumlah Rekomendasi dan TLHP sampai dengan Semester || 2018

Juml Juml Jumlah Status Status Status Status
LHP Temuan Rekomendasi 1 2 3 4

14 175 336 201 99 36 0

60% 29%

11%

HARAPAN BPR-RI

. Tim

. Hasil

Pemeriksa dan entitas
membangun komunikasi yang baik
untuk memperlancar pemeriksaan;

. Entitas kooperatif menyediakan

data, dokumen, keterangan yang
diperlukan dalam pemeriksaan;

. Pejabat entitas dan pegawai yang

terkait proses pemeriksaan dapat
bekerjasama dalam hal
pelaksanaan prosedur
pemeriksaan (diskusi, konfirmasi,
wawancara, pemeriksaan fisik

pekerjaan);

. Inpektorat Utama dapat menjadi

koordinator dan penghubung
selama pelaksanaan pemeriksaan
agar lebih memahami substansi
permasalahan yang ditemukan
untuk mempercepat proses tindak
lanjut nantinya dan terdapat
knowledge sharing;

Pemeriksaan BPK dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara.




Kurang cerdas dapat diperbaiki
dengan belajar.
Kurang cakap dapat dihilangkan
dengan pengalaman.

Namun tidak jujur o
itu sulit diperbaiki <)

Bang #atta ‘
ol Kbt .

wwew s posk comupusse - (B) emdaiacoicem BN

ittama.dpr.go.id

' Banyak yang salah jalah

tapi merasa tenang
karena banyak teman
yang sama-sama salah.”

n: Abdul Muls Syam

ropro-dessl

Beranilah
menjadi BENAR,
meskipun sendirian.
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